
 

 

ABSTRAK 
 

 

UPAYA SATGAS SABER PUNGLI DALAM PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PEMBUATAN SERTIFIKAT 

TANAH 
 

 

Oleh 

WIDYA ADE SEPTESHA 
 

Tingginya tingkat ketidakpastian terhadap pelayanan pembuatan sertifikat tanah 

akibat prosedur yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan 

liar dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan sertifikat tanah. Adanya praktik 

pungli pembuatan sertifikat tanah maka dibentuklah Satgas Saber Pungli 

berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor: 

G.638/B.III/HK/2016 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana 

pungutan liar pembutan sertifikat tanah dan apakah yang menjadi faktor 

penghambat Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan 

liar pembutan sertifikat tanah. 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis 

normatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Anggota Tim Saber Pungli Polda 

Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, 

selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa (1) Upaya 

Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar 

pembuatan sertifikat tanah yaitu dengan upaya Pre-Emtif dimana Tim Satgas 

Saber Pungli memberi himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum agar 

tidak melakukan pungli. Upaya Preventif Tim Satgas Saber Pungli adalah 

mencegah terjadinya pungli dan masyarakat harus memberi informasi bila 

terindikasi adanya pungli, serta melakukan penyelidikan terkait adanya laporan 

dari masyarakat. Upaya Represif Tim Satgas Saber Pungli melakukan suatu 

tindakan yang membuat pelaku menjadi jera. (2) Faktor penghambat dalam upaya 

Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar 

pembuatan sertifikat tanah yaitu belum adanya peraturan yang mengatur tentang 

pungli secara khusus. Masih lemahnya koordinasi antara penegak hukum  



 

dengan instansi terkait yaitu BPN sebagai penyelenggara negara. Kurangnya 

peran aktif dari masyarakat baik sebagai pelapor atau saksi terhadap pungli. Dan 

masyarakat menganggap pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, 

yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam 

kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Saran dalam penelitian ini adalah Tim Satgas Saber Pungli dan Instansi terkait 

lainnya, hendaknya meningkatkan upaya pencegahan berupa sosialisasi dan 

penyuluhan hukum kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai pembuatan 

sertifikat tanah, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat 

mengenai prosedur pembuatan sertifikat tanah. Hendaknya Tim Satgas Saber 

Pungli lebih pro-aktif dalam pemberantasan praktek pungli. Seperti perlu adanya 

mata-mata seperti Intelijen khusus yang menangani di kantor BPN sehingga tidak 

hanya menunggu laporan dari masyarakat. Satgas Saber Pungli juga diharapkan 

membuka hotline selama 24 Jam, sehingga masyarakat lebih mudah untuk 

menghubungi Tim Satgas Saber Pungli bila terindikasi adanya pungutan liar 

sertifikat tanah. 
 

Kata kunci: Upaya Tim Satgas Saber Pungli, Penanggulangan, Pungutan 

Liar Sertifikat Tanah 
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